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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data seperti yang tertuang pada BAB II, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal di Kabupaten 

Bantul sudah mulai berjalan namun belum optmal. Hal tersebut dapat dilihat dari 

masih maraknya kegiatan tersebut hingga saat ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Sat 

Pol PP selaku instansi penegak Perda sering dihadapkan dengan kondisi yang sulit, 

diantaranya adalah sikap para penambang yang tidak bkerjasama. Misalnya: setiap 

ada inspeksi maupun penyuluhan oleh Sat Pol PP, para petugas selalu dihadapi 

dengan sikap keras kepala oleh para penambang di mana para penambang 

mengemukakan berbagai alasan untuk tetap melakukan aktifitas penambangan dan 

tidak jarang hingga terjadi adu argumentasi antara petugas dengan para penambang. 

2. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui instansi – instansi terkait telah melakukan 

banyak upaya untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan penambangan pasir 

ilegal yang marak terjadi, mulai dari pendekatan hingga upaya yustisi, antara lain: 

penyuluhan mengenai teknik pnambangan yang baik dan dampak penambangan 

terhadap kerusakan lingkungan hidup, sosialisasi Perda yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha penambangan secara legal/sah, pembinaan, pengawasan dan 
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penghentian aktifitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang) oleh Sat Pol 

PP, pembangunan Groundsill sebagai pengaman bangunan air, penyuluhan dan 

pembinaan alih profesi, pemberian modal atau pinjaman lunak, pemberian program 

transmigrasi swakarsa bagi para penambang, pemasangan papan peringatan dan 

larangan di lokasi penambangan,penyitaan truk – truk yang mengangkut pasir di zona 

terlarang oleh Sat Pol PP, serta tindakan yustisi dengan mengajukan pelaku 

penambangan pasir ilegal ke pengadilan. 

 

 

B. Saran 

1. Pembaharuan Perda yang mengatur tentang pertambangan dan menerapkannya secara 

tegas terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang didukung dengan ketegasan 

paraaparat penegak hukum dalam penaganan para pelaku penambangan pasir ilegal 

diwilayah Kabupaten Bantul, yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara dan/atau 

denda sesuai yang diatur dalam Perda. 

2.  Peningkatan penyuluhan mengenai pengusahaan pertambangan yang baik (good 

mining practice).  

3. Membuka lapangan kerja baru yang signifikan sebangai pengalihan profesi para 

penambang.Misalnya dengan menciptakan kerjasama antara Pemda Bantul dengan 

investor asing untuk membuka perusahaan di wilayah Kabupaten Bantul dengan 

menempatkan para penambang sebakai tenaga kerjanya. 
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